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ABSTRACT : Fiscal decentralization is expected to increase the efficiency and effectiveness of
governance and public service area, which will further encourage the local economy and
improving people's welfare. The successful of implementation of economic development can be
assessed from several indicators. One indicator that is often used is economic growth. While,
some factors that influence economic growth among other is the rate of consumption, investment,
labor, and government spending and trade areas. This research adopts a production function
base estimation framework. The empirical estimation is done on a sample of panel data that
comprises of 26 state governments and the same time yearly data 1992 to 2009. This research uses 2
estimation models and uses the common pooled last square. The estimation result of model | and
Il (as representation of revenue indicators), show a negative relationship with per-capita income
growth and insignificant. But revenue minus grant (Model Il) has positive relationship with the
per-capita income growth and insignificant for the variable FDI and DDI, also give which is
positive relationship but statistically insignificant. For import and labor force variable, they are
also incompatible with the hypothesis and have no significant effect. For inflation and population
variables, they are in accordance with the hypothesis and have a significant effect on per-capita
income growth. Meanwhile, for unemployment variable, it is in accordance with the hypothesis
but also statistically has no significant effect. In simultaneously, fiscal decentralization policy
(for the whole models) has a significant effect on per- capita income growth, which is as
representation of economics growth variable.
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DDI, labor, inflation, and unemployment

ABSTRAK : Desentralisasi fiskal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas
pemerintahan dan pelayanan publik daerah, yang selanjutnya akan mendorong ekonomi lokal dan
peningkatan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi dapat dinilai
dari beberapa indikator. Salah satu indikator yang sering digunakan adalah pertumbuhan ekonomi.
Sementara, beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain adalah tingkat
konsumsi, investasi, tenaga kerja, dan belanja pemerintah dan daerah perdagangan. Penelitian ini
mengadopsi fungsi kerangka estimasi basis produksi. Estimasi empiris dilakukan pada sampel data
panel yang terdiri dari 26 pemerintah negara bagian dan saat yang sama data yang tahunan 1992-
2009. Penelitian ini menggunakan 2 model estimasi dan menggunakan pengabungan yang terakhir.
Hasil estimasi model | dan Il (sebagai representasi indikator pendapatan), menunjukkan hubungan
negatif dengan pertumbuhan pendapatan per kapita dan tidak signifikan. Tapi pendapatan dikurangi
hibah (Model 1) memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan pendapatan per kapita dan tidak
signifikan untuk FDI variabel dan DDI, juga memberikan yang hubungan positif tetapi secara
statistik tidak signifikan. Untuk impor dan variabel angkatan kerja, mereka juga tidak sesuai dengan
hipotesis dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Untuk inflasi dan populasi variabel, mereka
sesuai dengan hipotesis dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan
per kapita. Sementara itu, untuk variabel pengangguran, hal ini sesuai dengan hipotesis tetapi juga
statistik tidak berpengaruh signifikan. Dalam bersamaan, kebijakan desentralisasi fiskal (untuk
seluruh model) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita,
yaitu sebagai representasi dari variabel pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: Desentralisasi fiskal, pertumbuhan pendapatan per kapita, pendapatan, pertumbuhan

ekonomi, FDI, DDI, tenaga kerja, inflasi, dan pengangguran
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1. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan utama kebijakan reformasi ekonomi (kebijakan desentralisasi fiskal) adalah
meningkatkan standar hidup melalui pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pelaksanaan
pembangunan ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator. Salah satu indikator yang sampai saat
ini digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, faktor lain yang mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi adalah tingkat konsumsi, investasi, pengangguran, dan pengeluaran
pemerintah, serta kegiatan perdagangan. Kebijakan yang ditempuh oleh negara-negara di dunia baik
negara maju dan berkembang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah
kebijakan desentralisasi fiskal di mana salah satu tujuan desentralisasi fiskal adalah kesinambungan
fiskal (fiscal sustainabiliity) dalam kegiatan ekonomi makro.

Desentralisasi fiskal merupakan proses dimana pemerintah daerah diberikan wewenang atas
kegiatan ekonomi di suatu daerah dan merupakan salah satu kebijakan transfer sumberdaya yang
diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam penyediaan barang public dan pada akhirnya dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Beberapa penelitian/kajian empiric menunjukan bahwa
desentralisasi fiscal memilikikontribusi yang potensial terhadap pertumbuhan ekonomi, antara lain
penelitian dari Samimi (2010), Pose and Ezcurra (2010), Carrion et al (2008), Filter-Stein & lwata
(2005), limi (2004), Hamzah (2004), Lindan Liu (2000), Phillips and Woller (1997), Zhang and Zou
(1998), dan Oates (1995). Samimi (2010) menemukan hubungan yang positif antara desentralisasi
fiscal dan pertumbuhan ekonomi di Iran dengan tahun penelitian 2001 sampaidengan 2007.Oates
(1995) juga menemukan hal yang sama. Phillips dan Woller (1997) menemukan bahwa ada
pengaruh yang signifikan antara desentralisasi fiscal dengan pertumbuhan ekonomi di negara-
negara maju tetapi tidak untuk negara-negara berkembang. Lin dan Liu (2000) juga menemukan
bahwa desentralisasi fiskal telah membuat kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Cina.
Sementara itu Hamzah (2004) dengan mengadopsi fungsi produksi Cobb-Douglas dengan
menggunakan data panel yang terdiri dari 26 pemerintah negara bagian dan data time series tahunan
1992-2002, menunjukkan bahwa variabel desentralisasi fiskal (indikator pengeluaran) menunjukkan
koefisien negatif dan tidak signifikan. Sementara, indikator pendapatan menunjukkan koefisien
negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Di Indonesia gagasan desentralisasi telah diterapkan terutama sejak kebijakan otonomi
daerah dibuat pada awal tahun 2001 berdasarkan UU no 22 dan 25 tahun 1999 yang maksimum
power / wewenang kepada pemerintah daerah. UU ini diperbarui dengan UU No 32 Tahun 2004
tentang pemerintah daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, ada juga UU 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi
daerah yang mengatur hal-hal mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam membuat koleksi
untuk masyarakat lokal untuk mendapatkan putaran sumber pendanaan untuk pembangunan daerah
dan hukum ini berlaku dari 1 Januari 2010. Pokok dan undang-undang tentang pajak dan retribusi
daerah yang disebutkan di atas, pada dasarnya dihubungkan dengan prinsip dasar yang sering disebut
sebagai uang mengikuti fungsi (money follow function). Oleh karena itu, dalam kerangka
desentralisasi fiskal, instrumen utama yang memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk
memungut pajak (taxing power) dan transfer ke daerah.

Seperti kita ketahui hampir semua otoritas pemerintah pusat diserahkan daerah, kecuali lima
bidang: Kebijakan Pertahanan, Luar Negeri dan Keamanan, Keadilan, Moneter dan Fiskal, dan
Agama. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari anggaran negara
sehubungan dengan kebijakan keuangan negara adalah untuk mencapai kesinambungan fiskal dan
memberikan stimulus bagi kegiatan ekonomi masyarakat, maka kebijakan desentralisasi fiskal
diharapkan dapat menciptakan antar-daerah distribusi kemampuan keuangan sepadan dengan ukuran
kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom. Itulah mengapa dalam
penelitian ini, penulis ingin melihat apakah variabel dalam makro-ekonomi memiliki dampak yang
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia sejak Januari 2001, mempertimbangkan
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pada awal fase baru pemerintahan, di mana otonomi daerah diterapkan di semua kedua tingkat (kota
dan kabupaten) yang jumlah saat ini mencapai 497 kota/ kabupaten.

Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada studi antara / antara negara-negara,
sedangkan penelitian ini berfokus pada studi tentang aspek lokal. Studi lokal adalah penting karena
berkorelasi dengan: (i) perencanaan pembangunan daerah, (ii) efisiensi; seperti mencakup
penciptaan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan lokal, termasuk kemajuan pelayanan publik,
dan (iii) penciptaan demokratisasi proses dan penciptaan akuntabilitas publik di tingkat lokal
(Hamzah, 2011).

Desentralisasi fiskal menyebabkan pemerintah daerah perlu mencari cara untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka. dan harus mencari sumber daya untuk mendukung
ekonomi lokal mereka. Ada beberapa cara di mana pemerintah daerah dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dalam komunitas lokal mereka. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
dan untuk menyediakan pelayanan publik, masyarakat setempat membutuhkan dana. Pemerintah
daerah mungkin harus meningkatkan pajak untuk mendanai kegiatan ekonominya. Kelemahan dari
perpajakan adalah bahwa hal itu akhirnya dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi.
Sebagaimana disebutkan di atas, pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia di tingkat Il
(Kabupaten / Kota). Karena data yang lengkap pada variabel ekonomi makro, studi ini hanya
menggunakan data provinsi yang terdiri dari 26 provinsi, dari 33 provinsi di Indonesia. Penelitian ini
menggunakan data time series tahunan 26 propinsi 1992-2009.

2. LANDASANTEORITIS

2.1. PertumbuhanEkonomi

Pertumbuhan ekonomi di suatu negara sangat bergantung pada sumber daya alam, sumber daya
manusia, modal, bisnis, teknologi, dan sebagainya. Semua itu dikenal sebagai faktor penentu
kegiatan ekonomi. Namun pertumbuhan ekonomi tidak bisa terjadi selama lembaga-lembaga sosial
dan budaya, kondisi politik dan keamanan, serta nilai-nilai moral dalam sebuah negara tidak
mendukung. Dengan kata lain tanpa dukungan faktor non-ekonomi seperti baik, maka pertumbuhan
ekonomi tidak dapat terwujud.

Sebenarnya perhitungan laju pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara banyak cara,
tergantung pada bagaimana model pertumbuhan yang digunakan. Diantara beberapa teori
pertumbuhan, pertumbuhan Model Harrod-Domar membahas investasi dalam proses pertumbuhan
ekonomi, terutama pada sifat multiplier dari investasi yang dimiliki. Pertama, menciptakan
penghasilan investasi (dampak dari permintaan investasi), dan kedua, ekonomi investasi dengan
memperluas kapasitas produksi bagaimana meningkatkan modal saham (dampak dari penawaran
investasi). Oleh karena itu, selama bersih investasi tersedia dan masih dalam proses, pendapatan riil
dan output akan terus meningkat. Namun, untuk menjaga tingkat pendapatan ekuilibrium pada
kapasitas kesempatan kerja penuh, baik pendapatan riil dan output keduanya harus dalam kecepatan
yang sama pada saat kapasitas produktif modal meningkat. Jika tidak, perbedaan di antara mereka
akan menyebabkan kelebihan kapasitas atau ada kapasitas menganggur (idle capacity). Hal ini
memaksa pemilik modal untuk membatasi pengeluaran investasi yang pada akhirnya membawa
dampak buruk bagi ekonomi: pendapatan lebih rendah dan kesempatan kerja pada periode
berikutnya, dan menggeser pertumbuhan stabil ekonomi keluar jalur. Jadi jika pekerjaan akan
dipertahankan dalam jangka panjang, investasi harus selalu membesar. Ini jelas memerlukan
pertumbuhan pendapatan riil konstan pada tingkat yang cukup untuk memastikan pemanfaatan
kapasitas penuh dari modal saham yang terus berkembang. Tingkat diperlukan pertumbuhan
pendapatan ini disebut tingkat dijamin pertumbuhan (Jhingan, 1993). Harrod Domar-model yang
dibangun berdasarkan asumsi-asumsi: (i) perekonomian dalam kondisi kerja penuh dan
perekonomian tertutup, (ii) tidak ada gangguan pemerintah, (iii) Kecenderungan Marjinal
Menyimpan (MPS) mengacu kepada peningkatan tabungan (non -membeli arus barang dan jasa)
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yang dihasilkan dari peningkatan pendapatan bersama dengan kecenderungan rata-rata untuk
menyelamatkan (APS), juga dikenal sebagai rasio tabungan. dimana MPS dianggap konstan, (iv)
rasio modal saham terhadap pendapatan dianggap tetap, (v) tidak ada penyusutan barang modal, (vi)
tingkat harga umum adalah konstan (upah riil sama dengan pendapatan riil), (vii ) tidak ada
perubahan tingkat suku bunga.

Menurut Domar, sisi penawaran agregat ditunjukkan melalui sejumlah kenaikan bersih
potensial dalam output ekonomi yang dirumuskan sebagai berikut:
Y SV s [1]

Dimana dY adalah peningkatan output, | adalah investasi, dan v adalah rasio modal-output.
Seperti kita ketahui bahwa investasi merupakan salah satu faktor penentu permintaan agregat, dan
juga telah memahami bahwa hubungan antara permintaan agregat dan output dapat dijelaskan
melalui multiplier. Kita bisa menulis lagi bahwa dalam keseimbangan pasar barang:

T O SRR [2]

Oleh karenaitu, | =S dan C =cY kemudian,

Rl 2 [P [3]

R o = R [4]

(L-C) Y Tl [5]
Sementara itu, Pertumbuhan Teori Klasik dan Neoklasik dirumuskan sebagai berikut:
) 2 R URRRRT [6]

Y Z(L7S) |t [7]

Dimana Y adalah pendapatan nasional, | adalah investasi, s adalah kecenderungan marjinal untuk
menabung, atau MPS, dan 1/s multplier. Untuk menunjukkan perubahan keberadaan, persamaan [6]
menjadi:

AY Z(L7S) Al ettt [8]

Menurut Domar untuk mencapai pertumbuhan kondisi mapan, permintaan agregat harus tumbuh
dalam kecepatan yang sama dengan pertumbuhan kapasitas produksi. Dengan demikian dari
persamaan [1] dan [8] diperoleh:

IVE(17S) Al i [9]

I TE SV e [10]

Y = (1K) (KTY) S0V e [11]

Dari persamaan [6] dapat diperoleh: | / Y = s, sehingga persamaan [11] menjadi,
K0 Y [12]

Atau,

TSV [13]

dimana "s / v"* adalah tingkat pertumbuhan dijamin (tingkat pertumbuhan dijamin). Sekarang ini
adalah model dasar dari Harrod. Harrod Domar-model asli mengasumsikan bahwa s dan v adalah
konstan, yang sangat ditentukan oleh struktur kelembagaan.

2.2. FungsiProduksi Cobb-Douglas

Dalam studi ini mengadopsi kerangka estimasi produksi-fungsi berbasis seperti yang diusulkan oleh
Lin dan Liu, 2000 (lihat Hamzah, 2004) untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap
pertumbuhan ekonomi. Studi ini mengasumsikan fungsi produksi Cobb-Douglas, sehingga produksi
pada waktu t dapat digambarkan sebagai :

Y (t) = K(t)A(t)“y (1)

Dimana Y menyatakan output per kapita, K modal per kapita, A tingkat teknologi (diasumsikan

konstan), fraksi dari populasi dan angkatan kerja dan 0 <o <1. Kita dapat mengekspresikan
persamaan (2,1) dalam bentuk log dan mengambil diferensiasi urutan pertama dengan terhadap

90



waktu dan kami menemukan bahwa tingkat pertumbuhan output per kapita dapat ditulis sebagai:

A A (2)
g(t) = y(0) = K(t) +aA(t)

Dalam persamaan (2,2), tingkat pertumbuhan output per kapita tergantung pada dua faktor: tingkat
pertumbuhan modal per kapita dan tingkat kemajuan teknologi. Perlu dicatat bahwa istilah
mencerminkan bukan hanya teknologi tetapi juga perbedaan dalam anugerah sumber daya dan
lembaga di seluruh provinsi dan dari waktu ke waktu, serta dalam karakteristik diamati lain provinsi-
spesifik. Dalam studi ini, kita berasumsi bahwa tergantung pada satu set variabel. Kita mulai dari,
sama dengan investasi (INV), yang terdiri dari investasi dalam negeri (DDI) dan pengeluaran
pemerintah investasi (Gov-Inv). Kedua variabel dibiayai oleh tabungan dari sektor swasta (Sp) dan
pemerintah (1d), dan karenanya, identitas tabungan-investasi dapat ditulis sebagai:

S, +S, =DDI+Govinv (3)

Namun, jika tabungan dikurangi investasi domestik dan pengeluaran investasi pemerintah negatif,
maka kita dapat menggunakan investasi asing (FDI) untuk membiayai defisit atau:

4
(S, +S4)—(DDI + Govinv) = FDI (4)
Oleh karena itu, persamaan (2) dapat ditulis ulang sebagai berikut:
(5)
Yi = B,DDI,, + B,FDI, + B,Goviny, + B ,K; +¢,

Di mana menunjukkan provinsi, t menandakan waktu, adalah tingkat pertumbuhan per kapita GDP
dan efek individu teramati. Govinv sebagai proxy untuk pengukuran desentralisasi fiskal (FD). Oleh
karenaitu, persamaan (2.5) dapat ditulis ulang sebagai berikut:
N (6)
Yi = BFDy +B,DDI; B FDI; +B,K, +¢;

2.3. Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

Otonomi Daerah dengan sendirinya berarti bahwa daerah tersebut harus membiayai sendiri
kegiatannya baik dari sumber-sumber pendapatan asli daerah ataupun dari dana perimbangan. Dana
perimbangan ini nantinya akan diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
APBN adalah suatu rencana keuangan tahunan negara yang ditetapkan berdasarkan UU Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Hamzah, 2008).

Dalam rangka Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
maka Pemerintah Daerah harus mencari sendiri sumber-sumber keuangannya. Dalam Bab 111 pasal 3
bagian pertama UU No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah, sumber-sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah/desentralisasi
adalah bersumber dari : (i). Pendapatan Asli Daerah (PAD), (ii). Dana Perimbangan, (iii). Pinjaman
Daerah, (iv). Lain-lain pendapatan yang sah.

Sumber-sumber PAD pada bagian kedua Bab 111 pasal 4 undang-undang tersebut disebutkan
terdiri dari : (i). Pendapatan pajak daerah, (ii). Pendapatan retribusi daerah, (iii). Pendapatan
perusahaan milik daerah dan pendapatan pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan
(iv). Lain-lain PAD yang sah (antara lain pendapatan penjualan aset daerah dan jasa giro). PAD
adalah hal utama yang mempengaruhi pelaksanaan perencanaan kebijakan Otonomi Daerah. Dengan
diberlakukannya perencanaan kebijakan Otonomi Daerah, otomatis bantuan keuangan yang
diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Daerah akan berkuranganan. Sementara seperti diketahui
kekayaan sumber alam dan retribusi yang dipendapatankan oleh masing-masing Daerah tidak sama.
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Dana perimbangan menurut UU No.25 tahun 1999 adalah dana yang bersumber dari pendapatan
APBN vyang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari
bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan
pendapatan dari sumber alam ( meliputi pertambangan umum, pertambangan minyak dan gas alam,
kehutanan, dan perikanan), serta Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Sementara DAK bertujuan untuk membantu membiayai keperluan-keperluan khusus Daerah dengan
memperhatikan peraturan yang berlaku.

3.METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian dan Variabel Pengukuran

Penelitian ini akan menguji hipotesis dan menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap
pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 1992 hingga 2009, dengan menggunakan data
sekunder dan menggunakan regresi multivariat sebagai alat analisis.Penelitian ini menggunakan
hipotesis terarah, tes hubungan tetapi dapat menunjukkan arah hubungan, baik positif atau negatif.
Unit analisis yang terdiri dari 26 provinsi di Indonesia dilakukan untuk sampel data cross section
(dari 33 provinsi) dan data time series tahunan 1992-2009, maka kita akan menggunakan data panel
dalam penelitian ini. Tujuh lainnya Provinsi (Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, Gorontalo,
Maluku Utara, Papua Tengah, dan Timur Papua) dibentuk setelah undang-undang otonomi daerah
diundangkan pada tahun 2001.Penjelasan rinci abaout variabel (depandent dan independen),
indikator dan hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Deskripsi variabel

Variabel: Dependen dan
Independen

Indikator

Hipotesis

DependenVar : Y

Pertumbuhandari income
perkapita

Pendapatan

Rasio total pendapatandaerahthd
total penerimaanpemerintah

Pendapatan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap pertumbuhan

Pendapatan - Bantuan

Rasio total pendapatan daerah
grant thd total
penerimaan pemerintah

Pendapatan — Bantuan berpengaruh positif
dan signifikan terhadap pertumbuhan

FDI (InvestasiAsing)

Rasio investasi asing Daerah thd
PDRB

FDIberpengaruh positif dan signifikan
terhadap pertumbuhan

4. DDI (InvestasiDomestik)

Rasio investasi domestic
Daerah thd PDRB

DDI berpengaruhpositif dan signifikan
terhadap pertumbuhan

5. Impor Rasio impor atas PDRB. Impor bepengaruh negatif dan signifikan
terhadap pertumbuhan

6. Ekspor Rasio ekspor atas PDRB. Eksporberpengaruh positif dan signifikan
terhadap pertumbuhan

7. Inflasi Inflasi Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap pertumbuhan

8. LF (AngkatanKerja)

Pertumbuhanangkatankerja

Angkatan kerja  berpengaruh positif dan
signifikan terhadap pertumbuhan

9. POP (Penduduk) Pertumbuhanpenduduk Penduduk  berpengaruh  negatif dan
signifikan terhadap pertumbuhan
10. Unemp (Pengangguran) Pengangguran Pengangguran berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap pertumbuhan

3.2. Metode Analisis : Panel data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi dengan menggunakan panel data,
yaitusuatu model yang menyatukanantara data deretwaktu (time series) dan data keratlintang (cross
section) menghasilkan data yang disebutpooled dataatau data panel ataulongitudinal data,.
Dalamanalisa model data panel terdapattigapendekatan yang dapatdigunakanuntukmengestimasi
parameter yaitu model kuadratterkecil (Ordinary Least Square), model efektetap (Fixed Effect
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Model), dan model efekacak (Random Effect Model). Penelitian ini menggunakan dua model, yaitu
pendapatan dengan pendapatan setelah dikurangi dengan bantuan (grant) sebagai variabel utama
dengan tahun peelitian 1992 2009 dan 26 Propinsi.

Model |

Y = o, + B, PendTotal,+ B, FDI+ B, DD+ B, IMPORT,+ s EXPORT + B¢ INF+ B, LF;+ Bs POP+ B,
UNEMP + B,,Dummy;, + ¢

Model 11
Y =0, + B, Penda-grant,+ B,FDI;+ p; DDI;+ B, IMPORT,+ s EXPORT + s INF+ B, LF,+ s POP;+ [3,
UNEMP + B,,Dummy; +¢

4. DESKRIPSI DANANALISAHASIL

4.1. Pertumbuhan dan Penerimaan Daerah

Sesuai dengan perkembangan kabupaten / kota, realisasi total pendapatan di seluruh provinsi pada
tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 35,1 persen dari tahun 2007, yang peningkatan terbesar
disumbangkan oleh Saldo Dana sebesar 53,3 persen. Sementara itu, wilayah lain pendapatan
mengalami penurunan sebesar 1,7 persen (lihat tabel 4.2.).

Tabel 2. Realisasi Penerimaan Daerah
Tahun 2007 dan 2008 (Miliar Rp)

PendapatanGrup 2007 2008 Perubahan (%6)
PAD 35.177,1 44,5155 21,0
Dana Perimbangan 22.196,6 476 47 .553,7 53,3 53,3
Pendapatan Lain-lain 4737.0 4.658,2 -1.7
Total 64.117 |7 98.735,335,1 35,1

Sumber: Departemen Keuangan

Berbeda halnya dengan realisasi pendapatan provinsi, kelompok pendapatan semua kabupaten dan
kota telah meningkat. Peningkatan realisasi pendapatan dan kabupaten kota sebesar 25,2 persen pada
tahun 2008 (lihat tabel 4.3).

Tabel 3. Realisasi Pendapatan Kabupaten dan Kota
Tahun 2007 dan 2008 (miliar rupiah)

PendapatanGrup 2007 2008 Perubahan(%)
PAD 16.727,3 20.230,4 20,9
Dana Perimbangan 196.284,3 246.688,4 25,7
Pendapatan Lain-lain 10.439,0 12.788,1 22,5
Total 223.450,6 279.706,9 25,2

Sumber: Departemen Keuangan

4.2. Pertumbuhan Pendapatan daerah dan Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita Setelah
Otonomi Daerah

Pendapatan suatu daerah dapat didefinisikan sebagai jumlah pendapatan yang berasal dari daerah
dari pajak dan bukan pajak retribusi, serta melakukan bangsa atau hibah dan pinjaman. Pendapatan
pemerintah daerah adalah salah satu faktor utama untuk pembiayaan pembangunan. Pelaksanaan
kebijakan otonomi daerah memiliki tujuan untuk memberdayakan kemampuan lokal dan
memberikan kesempatan bagi setiap daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan
perekonomiannya. Peningkatan dan pertumbuhan perekonomian daerah akan membawa dampak
yang signifikan pada peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut. Sebelum pelaksanaan
otonomi regional, regional atau provinsi di datang berasal dari pendapatan (PAD). Setelah
berlakunya kebijakan tersebut, selama periode 2001-2009 tidak berubah secara fundamental, hal ini
karena provinsi yang mencakup sepuluh besar adalah sama dengan periode sebelum desentralisasi,
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hanya saja kembali ada pergeseran posisi, selain itu setelah era otonomi daerah provinsi dalam
pergeseran ke sepuluh provinsi teratas dalam hal penerimaan tamu dari Bali. Kesimpulan yang dapat
diambil adalah provinsi yang memiliki pengeluaran pemerintah yang besar diikuti oleh pendapatan
pemerintah yang besar juga.

4.3. Hasil Pengujian Secara Statistik

4.3.1. Multikolinearitas, Heterokedastisitas, dan Autokorelasi

Multikolinieritas berarti bahwa ada hubungan yang signifikan antara dua variabel independen atau
variabel yang lebih independen dalam model regresi. Berdasarkan hasil pengujian secara statistik
diperoleh hasil Jika F * <F tabel berarti Ho diterima dan Ha ditolak (tidak adamultikolinearitas).
Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas dalam penelitian ini, penulis melakukan tes dengan
metode ARCH, dimana jika pentingnya Prob * R2> 0,05 maka model tidak mengandung
heteroskedastisitas, dan sebaliknya. Pengolahan hasil tes seperti yang ditunjukkan pada tabel 4. di
bawah ini:

Tabel 4. Uji heteroskedastisitas
Model Obs *R-squared | Probabilita Kesimpulan
| 0.066776 0.7961 Horeceived
11 0.060233 0.8061 Horeceived

Tabel 4 di atas menunjukkan semua model informasi memiliki nilai Prob *R2> 0,05 berarti hipotesis
nol diterima. Disimpulkan dalam studi ini tidak ada heteroskedastisitas. Autokorelasi adalah suatu
kondisi di mana kesalahan pengganggu periode tertentu (w) berkorelasi dengan periode sebelumnya
(ut-1). Pada kondisi gangguan kesalahan ini tidak gratis tetapi terkait satu sama lain.Dalam studi ini,
untuk mendeteksi autokorelasi kita menggunakan uji LM. Ada beberapa kriteria atau dasar
pengambilan keputusan untuk menyatakan bahwa ada autokorelasi model atau tidak, yaitu:

JikaR2 (t-1)> X atau probabilitas R (t-1) <0,05 maka ada autokorelasi

R2 (t-1) <X, atau R probabilitas (t-1)> 0,05 maka tidakada autokorelasi Hasil pengolahan data
dengan Eviews ditunjukkan oleh tabel di bawah ini.

Tabel 5. Uji autokorelasi
Model Obs *R-squared | Probabilita Kesimpulan
| 1.936579 0.164040 Horeceived
11 2.377815 0.123070 Horeceived

Berdasarkan uji kointegrasi tabel di atas pada residual model regresi menunjukkan Augmented
Dickey Fuller metode (ADF), 0000 lebih kecil dari kemungkinan alpha 0,01 (alpha 1%), ini
menunjukkan bahwa residu yang dihasilkan oleh persamaan stasioner pada tingkat (derajat
0)dandapatdilanjutkanketahapberikutnya.

4.3.2. Hasil Pengujian Model dan Analisa Pembahasan
Dengan menggunakan data yang tersedia estimasi dilakukan dengan menggunakan data panel pada
dua model yang ada dalam penelitianini.

Model I dalam penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruh dari total pendapatan daerah
terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan data panel, maka ada tiga metode yang
digunakan untuk menggambarkan model. Tabel 7 menunjukkan hasil model I dengan ketiga metode.
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Tabel 7.
Estimasi Hasil Model |

. . Common Effect Fixed Lffect Random Lffect

Variabel Teori Cocff Coeft Coeff

Kontanta 9,860667 *k | 3 67587 wex |13 73633 ek
PENDAPATAN + -5,915914 -1,246677 -126,6535 &
FDI + 0,023243 0,047208 0,030364

DDI + 0,039743 -0,014020 0,020203
TMI'OR = 0,223609 -0,342253 0,360070
EKSPOR + -0,287096 -0,286186 0949997
TNFLAST - 0209600  *** | 0204720  **= | (282347  ***
POPULASI - 0800706 *E | 796685  FeE | (T13162  wE
TENAGA KERJA + -0,014564 -0,092360  ** -0,116531 Ex
iﬁ]NGANGGUR -0,005914 -0,012794 -0,012334
DUMMY + -4.967648  *¥FE | 6066283  FE= | 5845061 @ wE*
R 0,230411 0,225057 0,120381
Adjusted R® 0,213571 0,162273 0,101134
F-Statistik 13,68237 wre | 3 584590 s 6,254335 R

Sumber: Pusat statistik Biro & Bank Indonesia (data diolah Eviews 7,0)
Info: * Signifikan pada alpha 10%

** Signifikan pada alpha 5%

*** Signifikan pada alpha 1%

Uji Chow Berdasarkan hasil uji chi-square diperoleh nilai probabilitas 0,9445> 0,05
sehingga hipotesis nol diterima, sehingga menyimpulkan metode yang digunakan untuk

model 11l Kuadrat Terkecil Umum Pemusatan (PLS) dan pengujian berikutnya dari uji
Hausman dilakukan untuk menguji antara FE dan RE tidak perlu terus menerus.

Tabel 8
Uji Chow Model 111 (PLS vs FE)
Model Cross-sectionChi-Square Chi-Sqd.f. Prob.
1 14,866283 25 0,9445

Sumber: Data OlahanEviews 7.0

Maka dengan berdasarkan hasil common PLS Untuk melihat apakah model tersebut cukup baik
untuk menggunakannya atau tidak, untuk itu kita dapat melihat dari nilai R* Disesuaikan. Dari hasil
estimasi diperoleh Adjusted R-squared nilai 0.213571, atau 21,35%. Hal ini menunjukkan bahwa
kontribusi dari semua variabel independen dalam menjelaskan perilaku pertumbuhan pendapatan
per kapita di Indonesia selama periode 1992-2009 sebesar 21,35% sedangkan 78,65% sisanya
dijelaskan oleh variabel lain yang kita tidak masuk ke dalam model.

F-stat nilai yang menggambarkan akurasi uji model adalah sebesar 13,68237, dengan
probabilitas F-stat untuk 0000, dapat disimpulkan pada tingkat kepercayaan 99%, variabel
independen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil uji individu (uji t) perhitungan pendapatan memiliki hubungan negatif
dengan pertumbuhan dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk FDI
variabel dan DDI sesuai dengan teori memiliki hubungan positif teapi tidak memiliki dampak yang
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.Untuk variabel Impor dan Ekspor juga tidak sesuai
dengan hipotesis dan tidak memiliki efek signifikan, pada model I dan Il ekspor masih memiliki efek
yang signifikan. Untuk inflasi dan variabel populasi sesuai dengan hipotesis dan memiliki dampak
yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Untuk angkatan kerja tidak sesuai dengan hipotesis tetapi pengangguran sesuai dengan
hipotesis tetapi tidak memiliki pengaruh signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan Otonomi Daerah sebagai dummy variabel tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan pendapatan per kapita di Indonesia.
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Model Il dalam penelitian ini ingin melihat bagaimana mereka mempengaruhi pendapatan
daerah setelah dikurangi bantuan pusat pertumbuhan pendapatan per kapita di 26 propinsi sampel.
Dengan menggunakan data panel, maka ada tiga metode yang digunakan untuk menggambarkan
model. Tabel 9 menunjukkan hasil model 11 dengan ketiga metode.

Tabel 9.
Estimasi Hasil Model |1
q . | Common Effect Fixed Effect Random Effect
Variabel Teori Coff Coclf Cocff
£33 #k ki

Konstanta 9,551544 12,97015 - 13,17433 =
PENDAPATAN -
e 4 4468728 ERENER, -184.4446
FDI e 0.021818 0,064217 0,032393
DDI + 0,043821 -0,018397 0,029283
IMPOR 5 0,212765 -0,117293 0,347354
EKSPOR + -0,315618 * 0366297 -0.925850 ik
INFLASI : 0201976 o |-0304181 . | 0284553 .

EET : ek EE
POPULASI > -0,795321 -0,806273 . -0,711883 L
TENAGA KERJA | + -0,015313 -0,090802 = | -0,115100 e
]':ENGANGGURA - -0,005540 -0,014025 -0,01203

EE T #k *kk
DUMMY + -5,019669 -5,918599 . | -3,641828 =
R’ 0,226018 0,221002 0,117425
Adjusted R 0,209082 0,157888 0,098113
F-Statistik 13,34531 w4 | 3501668 w5 | 6080296 N

Sumber: Pusat statistik Bivo & Bank Indonesia (data diolah Eviews 7,0)
Info: * Signifikan pada alpha 10%

** Signifikan pada alpha 5%

*** Signifikan pada alpha 1%

Tabel 10. menunjukkan hasil tes untuk model Il Chow Test, chi-kuadrat nilai probabilitas
0,9368> 0,05 sehingga hipotesis nol diterima sehingga disimpulkan untuk model Il digunakan
metode Kuadrat Terkecil Umum Pemusatan (PLS) dan pengujian lebih lanjut dilakukan Uji
Hausman untuk menguji antara FE dan RE tidak perlu dilanjutkan

Tabel 10
Uji Chow Model IV (PLS vs FE)
Model Cross-sectionChi-Square Chi-Sqd.f. Prob.
v 15,190935 25 0,9368

Sumber: Data QlahanEviews 7.0

Untuk melihat apakah model tersebut cukup baik untuk menggunakannya atau tidak, untuk itu kita
dapat melihat dari nilai R* Disesuaikan. Dari estimasi yang didapat Adjusted R2 nilai 0,209082, atau
20,90%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi dari semua variabel independen dalam menjelaskan
perilaku pertumbuhan pendapatan per kapita di Indonesia selama periode 1992-2009 sebesar 20,90%
sedangkan 79,10% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang kita tidak masuk ke dalam model.

F-stat nilai yang menggambarkan akurasi uji model adalah sebesar 13,34531, dengan
probabilitas F-stat untuk 0000, dapat disimpulkan pada tingkat kepercayaan 99%, variabel
independen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
Sedangkan uji individu atau tes T-stat dan probabilitas digunakan untuk menguji apakah koefisien
regresi parsial berbeda secara individual berhubungan dengan variabel dependen. Perbedaan Model
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I1 dengan Model I terjadi pada variabel utama yaitu variabel pendapatan, dimana variabel pendapatan
setelah dikurangi bantuan sesuai dengan teori namun belum berpengaruh secara signifikan terhadap
pertumbuhan.

5. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Panel Least Square dengan 26 propinsi selama tahun
1992 sampai 2009, tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di
Indonesia, dapat disimpulkan : Hasil estimasi model I menunjukkan pendapatan yang memiliki
hubungan negatif dan pengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita. Untuk
FDI dan variabel DDI, korelasi positif tetapi secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan pendapatan per kapita. Untuk variabel impor dan tenaga kerja, juga tidak sesuai
dengan hipotesis dan berpengaruh tidak signifikan. Untuk variabel inflasi dan penduduk, mereka
sesuai dengan hipotesis dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan per
kapita. Untuk variabel pengangguran, adalah sesuai dengan hipotesis tetapi secara statistik tidak
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita.

Untuk model Il (pendapatan kurang oleh hibah), hasil yang diperoleh transform dan sesuai
dengan hipotesis tetapi tidak berpengaruh signifikan. Yang berarti bahwa jika pendapatan pemerintah
naik, trend pertumbuhan pendapatan per kapita akan meningkat. Dalam model ini membuktikan
bahwa setiap daerah harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan sehingga
peningkatan pendapatan dan akan mendorong pertumbuhan pendapatan per kapita.

Jika kita bandingkan dengan Oates penelitian sebelumnya (1995) mendeteksi hubungan
yang positif signifikan dan kuat antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Phillips dan
Woller (1997) menemukan bahwa ada hubungan yang signifikan secara statistik meskipun terbalik
antara tingkat pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi dalam sampel negara-negara maju dan
gagal untuk menemukan hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi dalam
sampel negara-negara kurang berkembang. Sementara itu Hamzah (2004) dengan mengadopsi
fungsiproduksi Cobb Douglas, dengan sampel data cross section yang terdiri dari 26 pemerintah
negara bagian dan data time series tahunan 1992-2002, menunjukkan bahwa variabel desentralisasi
fiskal (indikator pengeluaran) menunjukkan koefisien negatif dan tidak signifikan. Sementara,
indikator pendapatan menunjukkan koefisien negatif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi
di Indonesia.

5.2. Implikasi Manajerial dan Teoritis

Berdasarkan penelitian ini, pendapatan daerah belum berpengaruh secara signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi, hal ini menunjukkan daerah belum bisa menyerap pendapatan pajak secara
optimal dan belum dapat mengalokasikan pendapatannya sehingga belum dapat meningkatkan
pertumbuhan pendapatan perkapita bagi masyarakatnya. Sehingga diperlukan kontrol yang kuat dari
pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sendiri sehingga tercapai tujuan kebijakan otonomi
daerah. Teori-teori juga telah menyatakan bahwa desentralisasi fiskal diharapkan dapat
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang selanjutnya
akan mendorong ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.Untuk investasi baik
investasi asing dan investasi domestik memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi
meskipun hasilnya belum menunjukkan signifikansi statistik. Terkait dengan investasi, kewenangan
daerah pada dasarnya sangat besar karena otoritas FDI adalah salah satu kewenangan desentralisasi
sesuai dengan PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah
provinsi dan kabupaten pemerintah daerah. Untuk investasi dalam negeri diatur oleh UU No 25
Tahun 2007 tentang penanaman modal. Karena kedua hukum masih relatif baru sehingga belum
terlihat pengaruhnya terhadap hasil penelitian ini. Salah satu kendala yang menghambat investasi di
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bidang infrastruktur saat ini tidak memadai di banyak daerah, kurangnya kepastian hukum dan
jaminan keamanan dan kondisi yang belum persaingan usaha yang sehat dan transparansi dari
kebijakan yang belum berjalan dengan baik. Semua pemerintah daerah belum secara optimal
melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan hal-hal di atas. Investasi sangat berkaitan erat
dengan pekerjaan, di era otonomi daerah, investor pergi ke setiap daerah diharapkan dapat menyerap
tenaga kerja lokal. Tapi sangat disayangkan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja Indonesia
belum selaras atau seimbang, karena angkatan kerja yang tersedia masih memiliki kemampuan
akademik dan soft skill yang rendah, sehingga peran pemerintah perlu memikirkan bagaimana
meningkatkan kualitas manusia sumber daya di Indonesia. Peningkatan kualitas sumber daya
manusia adalah salah satu bentuk investasi jangka panjang, yang pada gilirannya dapat memberikan
kontribusi besar terhadap pengembangan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang pada
gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup.
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